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TENTANG
TATA USAHA HASIL. HUTAN DAN

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwva dalam upaya pengelolaan sumber daya alam hayat yang '
pemanfaatannya dilakukan  secara  berkesinambungan dengan
meningkatkan kualitas seria memetihara kelestariannya, inaka dalam
pe’aksanaannya perlu pengaturan fata usaha hasil hutan berupa kayu dan
basil hutan lainaya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Magetan | :

tahwa untuk testibnya peredaran hasil hutan, kayu .akyat/hasil hutan
yang dibudidayakan dan hasil hutan yang didatangkan dari luar
I sbupaten Magetan, maka dipandang perlu mengatur suatu tata usaha
hasil hutan berupa kayu dan hasil-hasil hutan lainnya ;

. bahwa pengaturan tata usaha hasil hutan dan hasil-hasil hutan lainnva

aanat dilakukan melalui penataan perizinan pengelolaannya ;
1.2.1wa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf a, b, dan ¢
per'u ditetapkan dalam Peraturan Dacrah.

. VIndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

okok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
{_~mbaran Negara Nomor 2043) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
«J embaran Negara Tahun 1981 Nomor,76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ; ;

. Undang-Undang Nomot-5 Tahun 1990 tentang Konservast Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ¢

. Undang-Undang Nomor 18 | Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
L :mbaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048y, -

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (I.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 1 ambahan

" 1 embaran Negara Nomor 3699)
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. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tml‘mu‘ Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. T ambahan Lembaran Negar:
Nomor 3839) ;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang I\ehutdnan (L umbarzm

Negara Tahun 1999 Nomor 167, ldmlmh.m Lembaran Negara Nomor
3588) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 !emdnL Pcnvudhan

Sevagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tamba Imn Lembaran
Negara Nomor 3769) ;

Pc-aturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah  Otonom
(1 embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, T ambahan Lembaran Negara
Nomor 3952) ;

Pe-aturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lombaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Iembaran
Negara Nomor 4139) : ‘ i '

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 1 knik Pcnyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rencangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
( Tombaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
I kum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-prodiuk Hukum Daerah ; :
KReputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-
171999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan ;

Pe.ataran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magetan Nomeor 5 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magetan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002,

Dengan persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN MAGETAN

Meﬁetapk:m

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG TATA
USAIA HASIL HUTAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGEI OLLAAN HASH.
HUTAN.

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dacrah, adalah Kabupaten Magetan

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otcnom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

Bupati adalah Bupati Magetan,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh yang selanjutnya disingkat DPRD
ada'ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan,

a.

b.
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h.

n.

Dinss Kehutanan dan Perkebunan adalah  Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Magetan,

Thnas Pendapatan Daerah adaiah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten
Magetan.

Badan adalzh suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan terbatas,
pers sroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, pcrl\umpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
orzanisasi yang scjenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan vsaha lainnya *

Tata Usaha Hasil Tutan adalah suatu tatancn dalam bontuk pencatatan

p:nerbitan dokumen dan velayvanan vang meliputi perencanaan produksi,

pencbangan. pengukuran, pengumpulan, pongangkutan, pengolahan dan
pere daran hasil hutan, ;

Hasil Hutan adalah  benda-benda hayati beserra turunannya vang
dihasilken dari kawasan hutan negara, hutan rakyat, hasil perkebunan
benipa kayu non kayu, flora dan fauna.

Huatmn Rakyat adalah hvtan tanaman yang berada diatas tanah vang
dibc hani hak milik manpur hak lainnva di lnar Kawasan Hutan.

Kayu Bulat (KB) adelak bagia dai pohon yang dipotong menjadi
baizngan atan batang-batang bebas cabang atau ranting, mempunyai
uku an diameter 20 om keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas.

Laporan Hasii Produkst vang selanjutnyva disingkat LHP adalah dokuimen
hesit produksi varg dibuat di TPK (Tempat Penimbunan Kayu ) vang
merauat nomor bating, jenis, panjang, diamcter dan volume kayu bulat
dan kayu buiat kecil vang di produksi dari areal tebangan vang telah
ditetapkan,

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH
adaiah Dokumen milik Departomen Kchutacan yang berfungsi scbagai
bukti legalites pengsngkutan. penguasaan atau pemilikan hasil hotan,
benupa kayw atan non kayi: vang memuat rekapitulasi jenis, jumlah batang
/Keping/lembar dan volume/berat dari hasit hi tan vang akan diangkut atau
dipakai sendiri oleh Badan Usaha/perorangan.

Surtt Angkutan Kayu Miilk vang sclanjuinya disingkat SAKM adalah
dokumen angkutan kayu / non kayvu vang memuat jenis, jumlah batang,
velume yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan
atau kepemilikan hasil hutan untuk perorangan/ Badan usaha/ Badan
hulum yang peredarannya hanya berlaku dalam wilayah Daerah.

Huian adalah suamu lapangan pertumbuhan tohon-pohon yang secara
kescluruhan merupakan perselutvan hidup alam hayati beserta alam
ling kungannya dan yang ditctapkan oleh Pemerintah sebagai hutan,

Izin adalah Dokumen vang dikelvarkan oleh Dinas Kehutanan dan
Pordebunan atas nama Bupali vang meliputt izia pencbangan pohon, izin
wiana pemanfantan  kawasan / jasa Jingkungan . izin usaha pemanfaatan
heosil hutan kayn, bukan kayu, izin pemanfaatan flora dan fauna
(Pemeliharaan sarang burung Walet). :

Haeil Hutan lainnyva vaitu hasil hutan sampingan dari pohon berupa kulit
pol.on untuk bahan penyamakan kulit, bahan pe'vangi dan daun.

Jenis MPTS (Multiple Purpose Trees Species) adalal ienis tanaman yang
menpunyai sifat scrba guna scperti jenis nangka, - aren, apokat dan

- mangga.




Pengasaha gudang penampungan Kayu bulat / kavu olahan adalah Badan
Usaha yang bergerak dalam bidang gudang penampungan Kayu bulat dan

- atzu keyu bulat kecil dan atau bahan baku serpthdan atau limbah

bb.

cC.

dd.

€C.

pembalakan dan atau kayu olahon vang tampung dalam suatu tempat di
luar industri perkayuan baik dalam bentui bangunan maupun lapangan
te->uka yang berfungsi untuk menampung dan mendistribusikan,

Laperan Mufasi Kayu (LMK) bulanan sdalah dokumen yang perolehan
penggunaan dan persediaan kavn bulat dan atau Kayu bulat kecil atau
bahdn baku serpih atau limoah pembalakau atau “ayu gergajian serta
produksi, penjua'an, pemakaian sendiri dan persediaan kayu olahan vang
dibuat olch IPKH/IPK T/IPRI/Gudang penampungan pada setiap bulan.
Incustri Pengolahan Kayu Hulu yang selanjuinya disingkat 1I’KH adalah
incustri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan
ata) lahan baku serpih dan atau limoah pembalakan. :

Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat [PKL
adal. h industri yang mengolah kayu-kayu gergajian menjadi produk wood
werking seperti moulding, dowel, pinger joint, furniture dan produk lain.
Industri Pengolahan Kayu Teipadu yang sclanjutnya disingkat IPKT
adalich IPKH dan IPKL yang berada dalam satu lokasi industri dan
mem punyat badan hukum yang sama. :
Palv Tok Dinas Kehutanan (DK) adalah alat yang dipakai untuk memberi
tands pada kayu bulat/gergajian/clahan baik yang berasal dari hasil hutan
rakyat / hasil perkebunan dalam Wilayah Fabupaten Magetan.

Haei' Hutan Lelang adalah hasil hutan rakyat dan bukan kayu yvang berasal
daii 'elang yang kepemilikannya dibuktikan dengan risalah hasil lelang.
Pelenggaran di bidang tata usaha hasil hutun adalah perbuatan yang
menyimpang dari Ketentuan yang berlaku atau  tidak ‘dipenuhinya
kewejiban di bidang tata usaha hasil autan, baik yvang disengaja maupun
tidal: dipenuhi kewajiban di bidang tata usaha hasil hwan, baik yang
dis-r.gaja maupun kelalaian dari pemegang izin Pengelola Hasil Hutan /
Penggergajian / Pengusaha Hasil Hutan / Gudang penainpungan mihik
perorangan, dan atau Badan usal a. :

. Dokumen Izin Tebang adalah surat yang menyvatakan persetujuan untuk

mela.isanakan pencbangan pohon sesuai permohonan yang dikeluarkan
Dina; Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati , yang merupakan
bukti legalitas kepemilikan.

Daltr Hasil Hutan yang sclanjuinya disingkat DHH dibuat olch
perurahaan/perorangan sebagai lampiran permohonan penerbit dokumen
SKSHH dibuat rangkap 6 terdiri dari DHH untuk Kayu Bulat, DHH untuk
Kayu Olahan, dan DHH untuk Hasil Hutan Bukan Kayu.

DHE untuk Kayu Bulat adalah dokumen yang memuat nomor wut, nomor
dar ‘anggal LHP, nomor batang, jenis kayu, ukuran, panjang, diameter,
volume dan Leterangan dengan mencantumkan po ‘slasan lain bila
diperiukan.

DHEH untuk Kayu Olahan adalah dokumen yare memuat nomor urut, jenis
kayu olahan, nomor bendelrocking. ukuran. volume dan keterungan yang
menczntumkan penjelasan lain bila diperfukan,

DEE untuk Hasil Hutan Bukan Kayu vang sclanjuinya disingkat HHBK
adah dokumen yang memuat nomor urat, jenis HHBK., jumlah bendel,
voluine/berat dan keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila
ciperiukan. :
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Retribusi Perizinan Tertentu, adalah rewibusi atas kegiatan Pemeriniah
Dacrah dalam rangla pemberian izin kepada kepada orang pribadi atau
badan yang dumaksudkan uniuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terientu guna
mel*1dungi kepentingan u nium dan menjaga kelestarian lingkungan ;

. Rewbusi Izin Pengelolaan Hasil Hutan yang selanjuinya dapat disebut

retrihusi,  adalah pungutan Dacrah sebagai pembayaran  atas pelayanan
pemverian  izin olch Pemi rintah Dacrah kepada orang pribadi atau badan;
Waj:bh Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
peundang-undangir retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Reiribusi termasuk pemungut atau pemotong, Retribusi |
Mas. Retribusi, adalah suatu jangha waktu tertentu vang merupakan batas
wekiu bagi Wajib Ketribusi untuk memanfaatkan perizinan pengelolaan
hasil hutan , ;
Surat Ketetapan Reuibusi Daerah yang sclanjuinyva disingkat SKRD,
adalth Surat Keputusan vyang menentukan besarnya retribusi yang
tcru lang;

vt Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRD, adalah
suat untuk melakukan tagihan retribusi atau sariksi adminisirasi belupa
bungra dan atau denda ;
Penyvidikan tindak pxdana di bidang Retril usi Daerah, adalah serangkaian
tindakan yang- dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
se.ajutnya disebul Penyidik, uniuk mencari- seria mengumpulkan bukn
yany, dengan bukti itu membuai terang tindak pidana di bidang retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan ersangkanya ;
Kas Daerah, adalah Kas Pemeriniah Kabupaten ;vldguwn.

BAB I
PENGELGLAAN HASIL HUTAN
Pasal 2 ]

Scuap orang atau badan usalia yang akan melakukan penebangan Jems
tan: naw/pohon kayu yang tumbub pada tanah vang dibebani hak milik
atiw hak-hak laianva dan Kayu hasil porkebunan di luar hawasan hutan
serta penebangan pohon i pinggir jalan Kabupaien, lan Propinsi atau
Dssa wajib memiidki dokutnen izin icbang dari Bupati.

Uatuk mendapatkan izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
ot ng/badan hukum harus mong,.uukan permohonan ncpdda Bupali, atau
Pejabat yang ditunjuk.

. P‘dbdl _'.?

Jeais tanaman/pohon kavu vang akan dimintakan izin scbagaimana pasal 2
acaiah jati, mahoni, johar, ‘pinus, akasia, puspa, rembesi, mindi, asam
scno keling, Kesambi, bungur, sengon, randu, duwet, nangka, waru,

Scriap orang/badan hukunvbadan usaha yang telah memiliki izin tebang
dan ahan melakuhan pencbatgan jenis tanainan polon hayu di tanah milik
/ di pinggir ja.an, maka wajib menanam kembali, minunal 2 (duaj kali
lipet dari jumlah tanaman/pohon yang di icbang,

Ma.a berlakunya izin tebang adalah 15 (luna belas) hari sejak tanggal
diterbitkan izin dimaksud dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.




Pasal 4

(1) Setiap orang / badan usaha / badan hukum yang mendirikan usaha /
industri pengolahan hasil hutan, wajib melaporkan dan meminta izin
kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkcbunan.

(2) lzin vsaha pengolahan hasil hutan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlek i 1 tahun dan dapat diperpanjang setap tahun,

Pasal 5

(1) Setizp orang/badan nsaha’badan hukum yang memelihara burung walet,
sriti dan sejenisnya wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bupati
melalri Dinas Kehutanan can Perkebunan. .

(2) Lapormn yang dimaksud pada avat (1) adalah mcliputi jenis, jumlah
populasi, jumlah produksi, letak lokasi fuas temj ' usaha, tujuan
pemasaran, jumlah ‘cnaga kerja yang terlibat dan lain-lain ctiap 6 (enam) '
bulan ~ckali. ,

(3) Izin dimaksud pada ayat (1) adalah izin pengelolaan tempat
usaha .emeliharaan sarang/burung walet dan burung sriti.

Pasal 6

Setiap ot ans, / badan hukum / badan usaha yang bergerak dalam penangkapan /
penangkiran dan peredaran tumbuhan afan satwa liar yang tidak dilindungi
Undang-uudang dan tidak terdaftar dalam Aprendix Cites, wajib mengajukan
izin Usaha kepada Bupali melalui Dinas Kchutanan dan Perkebunan, dengan
rekomer.dusi dart BKSDA, :

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan permohonan i7in sebagaimana dimaksud pada pasal
2, 3, 4, 5 dan 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEREDARAN HASIL HUTAN
Pasal 8

(1) Ha:il hutan berupa kayu/kayu rakyat hasil penebangan, hasil membeli,
petal erian‘hibah dan kayu-kayu lainnys milik perorangan maupun badan
hul um/badan usaha vang akan diangkut dari lokasi penebangan ke tempat
lait udang/tempat penampungan lainnya dalam wilayah Kabupatcn atau
Le luar wilayah atau di perdagangkan wajib dilengkapi dengan Dokumen
Angkut vang sah. ’

{(2) Dokumen Angkut yang sah vang dimaksud dalam ayat (1) adalah SAKM
dan atau SKSHH  vang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan. :

(3) Dokumen SKSHH digunakan untuk percdaran hasil hutan ke liar
Kabupaten vyang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan,
penguasaan atau pemilikan hasil hutan.

(4) Dokumen SAKM dan aten SKSMII digunakan untuk percdaran hasil
hutan  dalam  Kabupaten vang berfungst sebagai bukn logalitas
peng angkutan, penguasaan atau kepcemilikan hasil hutan.
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Pasal 9

Setiap lLasil hutan berupa kayu buiat, kayu olahan, kayu gergajian, bahan baku
rumzh, hulit kayu, kayu bakar yang akan diangkut dengan dokumen SKSHH
dan atav SAKM wajib dilampiri DHH dan untuk pengangkutan kayu bulat
dilampiri LHP.

(1)

(D

(2)

(1)

Q@

(1)

(2)

Pagal 10

Setinp orang atau badan hukum/badan usaha yang akan mengangkut hasil
hutan (kayu bulat, olahan, arang, kayu bakar, bahan baku rumah, kulit
kawvi, dan lain-lain) wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen
SKSHH untuk wijuan ke luar wilayah Dacrah scdangkan untuk tujuan
dalam wilayah Daerah adalah dukvmen SAKM dan atau SKSHH.

" Prosedur dan tata cara penerbitan SKSHH dan SAKM diatur lebih lanjut

den ;an Keputusan DBupati.
Tasal 11

Seticp orang’badan ussha/badan hukum yang mendatangkan hasil hutan
berapa kaywnon Loayu (kayu hasil hutan Negara, hutan Rakyat, hasil
perdebunan, kulit kavu, rotan, dan lain-lain) terutama yang berasal dari
luar wilayah Daerah waiib melaporkain ke Bupati melalui Dinas
Ke-hutanan dan Perkebunan.

Piosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bpati.

Pasal 12

Sctiap orang/badan usaha/badan hukum yang mengangkut hasil
hut: n/kayu/non kavu dari tempat asal ke tempat lain di huar wilayah Des:
dalum Daerah wajib mengajukan pennohonan penerbitan Dokumen
SAIM dan atau SKSHH.

Sctiap orang/badan hukum/badan usaiia yang akan mengangkut hasil hutan
(kaxu bongkaran rumah, kayn galian, kayu tebangan lama sebelum tahun
2000) wajib dilengkapi dokumen yang sah (SKSHH/S AKM) sebagai dasar
penarbitan dukumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dibuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama oleh Camat, Polsek, Petugas
Kehutanan dan Perkebunan Aparw Perhutani, Lurah Desa dan pemilik
has | hutan tersebut.

BAB [V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasai 13

Pungulan retribusi atas pemberian izin pengelolaa. hasil diberi nama
Fetribusi Izin Pengelolaan Hasil Butan,

Tzi1. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) moliputi

Dokumen Izin Penebangan Tanaman/Pohon kayu

1zin Usaha Pemanfaatan Kawaszn pada hutan lindung

Tzin Usaha Pemanfaatan jasa lingkungan pada nutan lindung.

Izin Usaha Pemanfaatan hasil sutan kayw'non kayu

Izin pemanfaatan peredaran flora dan fauna.

Penerbitan Dokumen SKSHH

Penerbitan Dokumen SAKM

0 p ol
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Pasal 14
Obyek reiribusi adalah izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
Pasal 15

Subyek Reotribusi adalah orang pribadi atau badan vang mcnd.ap.itl\an izin
sebagairazna dimaksud pada Pasa) 14 ayat (2).

Pasal 16

Wajib Keribusi adalah orang pribadi atan badan vang diw “iibken melakukan
" pembayaran atas perhberian izin scbagaimana dimaksud Fasa. '3 ayat (2).

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 17

Retribust 'zin Pengelolaan Hasil Hutan termasuk golongan Retribusi Perizinan
tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 18

Cara meagukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume,
frekuensi dan jenis pelayanan jasa vang diberikan.

BAB V1
PRINSI® DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIP
Pasal 19

(1) Pnnsip dalam penetapan struktur dan besarnyva tarip retribusi dimaksud
untul Pelayvanan Administrasi Tata Usaha THasil Hutan.

(2) Biava sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi biaya-biaya
pererbitan Dokumen Perizinan, Biaya Penerbitan Dokumen SAKM,
Dokumen SKSHH, Laporan Penerimaan Hasil Hutan vang didatangkan
dari luar Daerah.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
" Pasal 20

(1) Tavip retribusi ditetapkan berdasarkan dengan jenis, volume, luas,
frelrensi dan Jasa Pelayan 1o Administrasi. _
(2) Strubmr dan besamva tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditet:ipkan sebagai berikut : :
a. Penerbitan Dokumen Izin Tebang |
1. Jenis Jati sebesar Rp. 5.300,- per meter kubik (M).
2. Tenis : Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Keling, Pinus, Johar,
Nangka, scbesar R). 5.000,- per meter kubik (M?).
Jenis Sengon Laui. Kesambi, Bungur, Duwet, Asam Jawa,
Trembesi, Waru, dll scbesar Rp. 2.000,- ner meter Kubik (M ).
Jenis kayu Randu sebgsar Rp. 1.000,~ per meter kubik (M),

(€%}

o]




b. Pcnerbitan Dokumen SKSHH dan SAKM untuk :
1. ayu Jati scoesar Rp. 5.500,~ per meter kabik o).
lenis Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Keling, Pinus, Johar,
sebesar Rp. 5.000,~ per meter kubik o).
2 Jenis Sengen Laut, Kesambi, Bungur, Duwet, Asam Jawa,
\’;u;.gl;a, Trembesi, Waru, scoenar Rp. 2.000,- per meter kubik
(N

2. Tanis kayu bakar riwbea campuran Rp.2.000,- per stapel meter
kubik (SM)). .
4. Jenis kayu Dandu sebesar Rp. 1.000,~ per meter kubik (M),
5 Jenis kayu Ex luar Jusva . 2,000, - per meter kubik.
¢ La ~ran Penerimazn Dobumen SxSHIL PAS dan lain-lain dari luar

’

a~rah

Jenis Jati sebesar Rp. 3.000,- per meter Kubik (V).

Jenis- Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Ke'ing, Pinus,
Johar,Sengon dll sebesar Rp. 2.000,- per raeter kubik (M?).

!Q — rj

3. Jenis kayu Ex luar Tawa Rp. 2.000,- per meter kubik (V).
4 Rotan : Rp. 1.000G,- pzr kuintal
5. Kayu bakar rituba campuran Rp.5008.- per SM

6. Kulit kayu Rp. 300, per kKuintal.
4. Tz Usaha Penggergajian Kayu / Pengolahan Kayu ¢
1. Penggergajian Domisili (tidak betgerak) dengan Mesin Bend Saw
Lapasitas + 10 M/ hari sehesar Ry, 100.000,- per tahun.
o, Penggergajian keliling (bergeral) dengan Mesin Circle Saw
sebesar Rp. 50.000 ' tahun.
Industri Pengrajin Pengolahan Kayu dengan kapasitas pengolahan
minimal € N° per fabun (pengrajin meubel, kusen, atau bahan
baku rumah) sebesar 2p. 50.000,- per tahun.
e. 1zin Pemeliharaan Sarang Burung Walct dan Sriti :
t. Untuk Pangunan Gedung besar vang ukuran 10 X 15 m ketinggian
5 _ 6 m besar retribus Rp 100,000, - per tahun.
= Uniuk Bangunan Gedung yang 1cbilt beser dari ukuran 10 X 15 m
tinggi 5 - Gm sebesar Rp. 130 000« per tahun,
3. Untuk Bangunan Gedung yang uhuran kurang dari 10 x 15 m
tinggi 5 - 6 m scbesar 11p. 50.000,- per tahun.
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PAR IX
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 21

Besamya Retribusi yang tesciang ¢l puagat di wilayah Daerah tempat
pemberia, pelayanan perizinaa diberihan.
I3AL X .
. TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan enggunakan skily yang dikcluarkan olch
Dispenda.
BABXI
TATA CARA PEMBAY ARAN
Pagal 22

(1) Pzmbayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk sesvai wakin yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan
" dorumen lain yang dipersamakan.




(2) Dalam hal pembayaran dilakukzn ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi dacrali harus discior ke Kas dacrah sclambat-
lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pembavaran retribusi harus ditakukan secara tunai/lunas,

(2) Bupid atau Pejabat vang ditunjuk dapat memberikan izin kepada waiib

. retrivusi untuk mengangsur dan menunda retribusi terutang dalam jangka
wa'itn tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi scvagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesu: i dengan ketentuan yeng berlaku,

Pasai 25

(1Y Atas pembayaran retribusi diberikan taada bukti pembayaran.

2, Setiap pembayaran dicatat dalam buku pencrimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
scsuad dengan Ketentuan yang borlaku.

Pasal 26
Retribusi yang di terima disetor ke Kas Daerah

BAB XTI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam Dal wajib retribusi vang tidak membeyar tepat pada waktunya atau
kurang calam pembaysrannya, dikenakan sanksi adminigirasi berupa bunga
scbesar 5% (Limna persen) sctiap bulannya dari retribusi yang terhutang atau
kurang dari pembayarannya ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Dacrah, ‘

BADB XUl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28

(1) Penceluaran Surat teguran / peringalan / surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pclaksanaan penagihan ictribusi, dikeluarkan scgera sctelah
7 (tvjuh) hart sejak jatah tempo pembeyaran.

(2) Dalom jangka waktu 7 (tujuh) hari setclah tanggal surat teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, maka wajib refrl nsi harus melunasi
refriousi yang tervtang.

(3) Swot teguran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan oleh
peiobat yang ditunjuk.

BAB X1V
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 29

(1) Instansi pemungut Reirtbusi 1zin Pengelolaan Hasil Hutan adalah Dinas
Kabutanan dan Perkebunan ; - .

(2) Irnas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi
Dac “ah.




R

. BARB XV
KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawa an dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  ketentuan  dalam
Peraturwy Daerah- ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala

- Dinas F ehutanan dan Perkebunan.

DAB XVI :
KETENTUAN PIDAMNA
Pasal 31

(1) Wajth Retribusi vang tidek melaksarakan kewajibennya  sehingga
memgikan keuangan Daerah oiancam pidana kurungan paling lama 6
(ena:n) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

- yang lerutang

(2) Bangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam
Paszi 2 sampai dengan 13 diancam pidana kurungan paling lama 6 (cnam)
bu'an atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (luma juta rupiah) ;

(3) Tincak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah
pelanggaran.

DBAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Wegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemrerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyvidik untuk melakukan penyidikan
tind 1k pidana di bidang Retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Undang-undang 7 kum Acare Pidana yang beriaku |

(2) Wewvenang Penyidik  sebagaimuana dimaksuc pada ayat (1) adalah :

@ Mensrima, mencari, nictgunmpulhan dan menciiil heterangen atau
.aporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
agar keterangan atau laperan tersebut renjadi longhap dan jelas ;

b Mencliti, mencari dan mengumpulan keteraugan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenarar perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Reaibusi Daerah |

¢ Meminta keterangan dan bahza bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan findak pidena di biding Retribusi Daerah ;

o MNemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah | -

e. Melakukan penggeledahan urtuk  mendapatkan  bahan  bukti

pembukuan, pencatatat, cokumer-dokumen laiw, scrta mclakukan

penyitaan terhadap baaan bukti terscbat |

Metnin baniuan tenaga ahli di bidaag Retribusi Daerah |

g. Menyuwruh berhendi dan atu melarang  sescorang meninggalkan

ruangan atae fotopat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa  ideniitas  orang  Jun slan Jdokumen  yang  dibawa
sehagatmana dimakeud pada baral e ; '

. Memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Dacrah ;

i Memanggil orang untuk didengac keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saxsi |

j.  Menghentikan penyic kan

-

.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR {0 TAHUN 2003
TENTANG
TATA USAHA HASIL HUTAN DAN
RE [RIBUSI IZIN PENGEILOLAAN HASIL HUTAN

L_PENJELASAN UMUM

i
i
i
i:.

Dalam upaya pengelolaan sumber daya alan hayati yang pemanfaatannya
dilakukan secara ber.iesinambungan dengan meningkatkan kualitas dengan memelihara
~ kelestariannya serta untuk tertibnya peredaran hasil hutan, kayu ralyathasil hutan yang
- dibudidayakan dan Lasil hutan varg didatangkan dari lvar Kabupaten Magetan, maka dalam
pelaksanaannya perlu pengaturan tata usaha hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya
guna memberikan pelivanan kepada masyarakat di Kabupaten Magetan : '
Pengaturan tata usaha hasil hutas dun hasil-hasil hutan lainnya dapat dilakukan
melalui penataun pezinan pengelolaannya sehingga dipancang perlu mengatur tata usaha
hasil hutan, perizinan inaupun retribusinya dalam suatu Peraturar, Daerah,

I._PENJELASAN PAS ‘L DEMIPAS/ 7,

BABI = Pasal | » Cukup jelas
BAB II Pasal 2 s/d 7 . Cukup jelas
X BAB 111 Pasal 8 s/d 12 : Cukup jelas
i BAB IV Pasal 13 ¢/d 16 : Cukup jelas
§‘ BABV . Pasal 17 : Cukup jelas
BAB VI  ° Pasal i3 . Cukup jelas

! BAB VII Pasal 19 . Cukup jelas
BAB VIII Pasal 2) : Cukup jelas
BAB IX Pasal 21 : Cukup jelas
BABX = Pasal 22 . Cukup jelas
BAB XI Pasal 23 s/d 26 : Cukup jelas

BAB XII Pasal 27 -+ Cukup jela,
BAB X1 Pasal 23 : Cukup jelas
BAB XIV Pasal 2v : Cukup jelas
BAB XV Pasal 3. . Cukup jelas
BAB XVI Pasal 3 ( : Cukup jelas
BAB XVII  Pasal 3 : Cukup jelas
BAB XVIII Pasal 3 = : Cukup jelas

Pasal 34 : Hal - hal yang perlu diatur antara lain mengenai tata
: cara pelaksanaan perizinannya

Pasal 35 : Culup jelas




k. Melakukan tindakan .iin yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tdak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Rukum yang dapat
Jdipertanggungje vabkan.
i (3) Peavidik scbagaimana dimalsud pada ayat (1) memberitahukan
3 dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada
Penvntut Umum  melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
! Indonesia, sesuai dengan ketentuan vang diatur dajam L’niizmgd,?nc‘:ang;
Hukum Acara Pidana vang berlaku.

"BAB XVIII
KETENTUAN PENIUTTLR

) TP B B
1 B 20

Dengar oerlakunya Peraturan Dacrah  ini mala segala ketentuan yang ada

7 sebelurinya menyesuaikan dengan Perattnan Dasealy ind.
',ﬁ‘

o Pasal 34

Hal-hal yung belum diatur didalam Peraturan Daeraly ini sepanjang mengenai
pelaksan.annya akan diatur iebih lanjut vlch Bupati,

v Pasal 35
g i : Peraturai: Daerah ini mulai bertrku pada tanggal diundangkan.

4 -

¢ Agar sitiap orang meagetahui memerintahkan pengundang: 2 Peraturan Daerah

i e -

5 ini dengan penempatanny- dalam Lembaran Daerah Kabupa. 1 Magetan.

¥

Disalkan di Magetan

i pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATTMAGETAN

~
SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetar
pada tanggal 17 Desember 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 53....
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